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TIM PERENCANA PENATAAN ARSIP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH,

. bahwa dalam rangka penataan arsip-arsip inaktif di Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang
perlu membentuk Tim Perencana Penataan Arsip Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Tim Perencana Penataan Arsip Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 314);

. Peraturan  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PERENCANA PENATAAN ARSIP LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Menetapkan Tim Perencana Penataan Arsip Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan  susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Perencana Penataan Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

menyusun Kerangka Acuan Kerja;

membuat rencana kerja;

membuat spesifikasi teknis;

menyusun rincian biaya pekerjaan; dan

menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.

o0 oo

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan
kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim
Perencana Penataan Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya
sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun Anggaran 2016.
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KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

Kepala LKPP;

Direktur Anggaran |1, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;

Kepala Biro Umum dan Keuangan;

PPK Biro Umum dan Keuangan;

Bendahara Pengeluaran LKPP;
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LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PERENCANA PENATAAN ARSIP
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH
83 TAHUN 2016
20 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PERENCANA PENATAAN ARSIP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No | Kedudukan Dalam Nama Honorarium
Tim (Rp)

1 | Ketua Hafiz Ashady 400.000

2 | Anggota 1. Devi Yanurida 300.000

2. Sulmiari 300.000

3. Indra Lesmana 300.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

SALUSRA WIDYA
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